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ABSTRAK 

 

Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

Penerapan Akuntansi pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai telah 

sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Penelitian ini dilakukan 

pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai yang beralamat di Jalan Raya 

Lubuk Gaung, Dumai. 

Desain Penelitian dalam penelitian ini berupa metode kualitatif karena 

penelitian ini berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, kemudian 

penelitian ini bersifat deskripsi yang didukung teori-teori yang relevan. Data 

primer dan data sekunder ialah bentuk bentuk dan jenis sumber data di penelitian 

ini. Wawancara secara langsung, dokumentasi dan observasi adalah  teknik 

pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian 

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai belum sesuai dengsn Prinsip 

Akuntansi Berlaku Umum ialah menunjukkan hasil dari penelitian ini. 

Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

ABSTRACT 

Research conducted by this writer to determine wheter the application of 

accounting at the Sungai Sembilam sub-distrcit office in Dumai Cityis in 

accordance with the Generally Accepted Accounting Principles. This research 

was conducted at the Sungai Sembilan District Head Office in Dumai Citty, which 

is located at Jalan Raya Lubuk Gaung, Dumai 

The research design in this study is in form of a qualitative method 

because this research is in the form of a researcher’s interpretation of a 

phenomenon, then this research is descriptive supported by relevant theories. 

Primary data and secondary data are the types and sources of data in this study. 

Direct interviews and documentation are data collection techniques conducted by 

the author in research 

Sungai Sembilan sub-district office in Dumai City did not fully refer to the 

generally accepted accounting principles, which is to show the results of this 

research. 

 

Keywords: Generally Accepted Accounting Principles 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan organisasi yang merupakan 

kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melakukan tugas negara 

sebagai bentuk pelayanan kepada orang banyak. Dimana seluruh aktivitasnya 

ialah bagian yang menggambarkan bagaimana mereka menjalankan amanah yang 

diberikan masyarakat. Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila mampu 

mengelola, menggerakkan, dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki 

secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi potensi sumber daya manusia 

pada dasarnya merupakan salah satu modal dan memgang peran palinh penting 

dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan aktivitas ekonomi, maka tidak 

bisa dihindarkan bahwa instansi pemerintahan juga memerlukan jasa akuntansi, 

baik untuk meningkatkan mutu pengawasan, maupun untuk menghasilkan 

informasi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan-keputusan ekonomi. 

Akuntansi pemerintah berbeda dengan akuntansi perusahaan. Adapun 

perbedaan anatara keduanya yaitu pada tujuan, pemeilikan, manajemen, dan pen 

dapatan. Instansi pemerintah berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta yang 

bertujuan memperoleh profit atau laba sedangkan instansi pemerintah bertujuan 

bagaimana pengelolaan keuangan negara dapat menggunakan dananya secara 
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efektif dan efesien. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah 

akan menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang terjadi 

dalam satu periode akuntansi. Laporan tersebut akan dijadikan acuan dan sebagai 

bahan evaluasi untuk periode-periode berikutnya. 

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi 

pengelolaan keuangan negara, telah menerapkan sistem pencatatan single entry 

(tata buku tunggal). Pada sistem pencatatan ini pencatatan transaksi ekonomi 

dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas 

akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat 

berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pada tahun 2003 

dikeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara. 

Lalu tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual.. 

Pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada 

pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah yang diharapkan menciptakan 

tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan transparasi. Dengan 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi 

berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Sistem akuntansi pemerintah 

adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen 

lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.  



3 
 

 
 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang 

membahas mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan 

menteri yang mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual pada pemerintah daerah. Peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah.. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas penyampaian 

laporan keuangan bertujuan agar dapat terlihat bahwa kegiatan yang dibiayai 

dengan anggaran dan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara efesien dengan 

prinsip transparan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik 

maupun keuangan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi kelancaran tugas 

pemerintah dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun bentuk laporan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) berdasarkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam 

peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 adalah Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan 

SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 
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Adapun tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi keuangan daerah 

adalah sebagai berikut : (1) mendokumentasikan transaksi keuangan kedalam 

buku dokumen transaksi dan melakukan analisis transaksi. (2) mencatat transaksi 

keuangan kedalam buku jurnal, tahap ini disebu menjurnal. (3) memposting ke 

buku besar. (4) membuat daftar saldo. (5) membuat jurnal penyesuaian. (6) 

penyusunan Neraca Saldo setelah penyesuaian. (7) membuat Laporan Keuangan. 

(8) membuat Jurnal Penutup. 

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai adalah salah satu organisasi 

perangkat daerah (OPD) yang ada di Kota Dumai yang tugasnya adalah 

membantu pemerintah dalam permasalahan di Bidang Pelayanan Masyarakat dan 

tanggung jawab dalam mengelola dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD). Dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai berbasis pada Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana yang 

disajikan dalam Neraca. 

Proses akuntansi yang dilakukan pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota 

Dumai tidak melakukam jurnal kedalam jurnal harian untuk pencatatan transaksi 

baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas melainkan langsung dicatat ke 

dalam Buku Kas Umum (lampiran 7) dimana dalam buku kas umum tersebut 

terdapat kolom tanggal, nomor bukti, uraian, kode rekening, penerimaan dan 

pengeluaran kas serta saldonya. Setelah pencatatan di Buku Kas Umum Kantor 

Camat Sungai Sembilan Kota Dumai tidak membuat Jurnal Umum, belum 
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memposting ke Buku Besar, dan mengikhtisarkan ke Neraca Saldo serta belum 

membuat jurnal  penyesuaian 

Kemudian Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai membuat Laporan 

Keuangan sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang 

diterapkan pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai seperti (Lampiran 1) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang formatnya terdiri dari Belanja Operasi 

terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, Belanja Modal terdiri atas Belanja 

Peralatan dan Mesin. (Lampiran 2) Neraca yang formatnya terdiri dari Aset 

Lancar yang terdiri atas Kas, Setara Kas dan Persediaan. Aset tetap terdiri atas 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset 

tetap lainnya. Untuk penyusutan aset tetap Kantor Camat Sungai Sembilan Kota 

Dumai menggunakan metode garis lurus. Aset lainnya terdiri atas dari aset lain-

lain. Kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek seperti utang jangka pandek 

lainnya dan kewajiban jangka panjang seperti utang jangka panjang lainnya, 

Ekuitas terdiri dari ekuitas. 

Selanjutnya (Lampiran 3) Laporan Operasional (LO) terdiri dari 

pendapatan-LO yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD)-LO, pendapatan 

transfer-LO, lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO. Beban terdiri atas beban 

pegawai-LO, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan 

dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban 

penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain, 

surplus/defisit-LO. (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdiri dari ekuitas awal, 

surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar., 
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kewajiban untuk dikonsolidasikan, ekuitas akhir. (5) Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK) memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan 

kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan 

keuangan negara tahun 2016 dan 2017.  

Dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Camat Sungai Sembilan Kota 

Dumai terdapat beberapa masalah yaitu saat proses menyusun laporan 

keuangannya Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai tidak membuat jurnal 

yang terpisah antara penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta tidak membuat 

jurnal finansial dan jurnal anggaran semuanya dicatat dalam Buku Kas Umum 

(lampiran 7).  

Selanjutnya ditemukan lagi masalah Kantor Camat Sungai Sembilan Kota 

Dumai tidak menyajikan akun aset tidak berwujud software (lampiran 2) Neraca 

tahun 2017 sebesar Rp. 32.780.000 dan tidak membuat penyusutannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik 

melakukan suatu penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi pada 

Pemerintah Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai (Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai) 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas 

maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

Apakah Penerapan Akuntansi Pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota 

Dumai telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah 

penerapan akuntansi pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai telah 

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, dan 

pemahaman mengenai akuntansi keuangan daerah  

2. Bagi Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai hasil penelitian ini 

merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam 

penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan dijadikan 

referensi terhadap penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama pada 

tempat yang berbeda 

1.5  Sitematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi proposal ini maka dibuat 

suatu sistematika penulisan dalam penelitian ini: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,   

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan 
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BAB II  : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Menjabarkan perteorian yang berhubungan pada masalah 

yang jadi pembahasan 

BAB III : METODE PENELITIAN   

  Metode penelitian yang isinya desain serta objek penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan 

analisis data 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berhubungan tentang gambaran umum Kantor Camat 

Sungai Sembilan, kemudian mengutarakan hasil penelitia 

serta pembahasan, menganalisis dan mengevaluasi hasil 

penelitian ini 

BAB V :  SIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan simpulan dan saran dari penulisan ini. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Syamrin L.M (2011 : 4) akuntansi adalah suatu informasi yang 

digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. 

Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, 

mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai. 

Menurut Soekrisno (2010 : 2) pengertian akuntansi sebagai berikut:  

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi 

perusahaan”. 

Menurut Accounting Association American (1996) dalam buku Halim dan 

Kusufi (2014 : 36) memberikan definisi akuntansi sebagai berikut: 

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, 

dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entittas 

yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini jug dapat 

melingkupi penganalisisan atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

akunttansi tersebut. 

 “Akuntansi adalah proses/aktivitas yang menganalisis, mencatat, 

mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan 

informasi keuangan untuk kepentingan para penggunanya” (Sasongko et al., 2016 

: 2) 
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Dari keempat definisi akuntansi tersebut, maka defenisi akuntansi dapat 

dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu: 

1. Fungsi Kegunaan 

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi 

kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan 

yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

2. Proses Kegiatan 

Akuntansi adalah seni mencatat mengklasifikasikan dan mengikhtiarkan 

transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat 

keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. 

Menurut Erlina dan Rambe (2015 : 2) bidang akuntansi secara keseluruhan 

dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) bagian yaitu: 

1. Akuntansi Pemerintahan 

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan 

lembaga pemerintah dan lembaga yang tidak bertujuan untyk mencari 

laba. 

2. Akuntansi Nasional 

Akuntansi nasional adalah akuntansi sosial atau disebut juga akuntansi 

makro adalah akuntansi yang khusus ditetapkan oleh lembaga dalam arti 

makro akuntansi. 

3. Akuntansi Perusahaan 

Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi yang komersial adalah 

bidang akuntansi yang bertujuan mencari laba. Secara rinci akuntansi 

perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi 

manajemen lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi 

pengelola perusahaan.  

 

Menurut Rasdianto dan Erlina (2013 : 14) memberikan pengertian akuntansi 

adalah: “Aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk 

angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan 

aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan”. 
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Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan akuntansi: “Proses identifikasi, 

pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 

keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya”. 

2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah 

Pada prinsipnya pengertian keuangan negara sama dengan keuangan daerah. 

Perbedaan antara keuangan negara dan keuangan daerah adalah keuangan Negara 

meliputi semua aspek kekayaan negara, sedangkan keangan daerah hanya meliputi 

pengelolaan keuangan suatu daerah saja. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan 

dengan perencanaan dari anggaran daerah. 

Menurut Halim dan Kusufi (2012 : 43), akuntansi keuangan daerah adalah 

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi 

ekonomi (keuangan) dan entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau 

provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota 

atau provinsi) yang memerlukan. 

Menurut Erlina dan Rambe (2015 : 3), akuntansi keuangan daerah adalah 

sebagai berikut: 

Akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas 

ekonomi di lingkungan pemerintah daerah, akuntansi keuangan daerah ini 

diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola 

keuangan daerah secara terpisah dari pemerintah pusat dan sekaligus 

melaporkan hasilnya secara transparan ke publik. 
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2.1.3 Perbedaan Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi 

Perusahaan 

Perbedaan akuntansi keuangan daerah dengan akuntansi perusahaan sebagai 

berikut : 

a. Perbedaan utama antara akuntansi keuangan daerah dengan akuntansi 

perusahaan yaitu terletak pada kegiatan-kegiatan pemerintah pada 

umumnya tidak ditunjukkan untuk mencari laba sebagaimana halnya pada 

kegiatan-kegiatan perusahaan. 

b. Pemerintah memberikan pelayanan untuk kepentingan keamanan, 

kesejahteraan dan manfaat-manfaat umum lainnya kepada seluruh 

masyarakat sedangkan perusahaan menjual barang-barang dan jasa-jasa 

yang dihasilkan. 

c. Para penyumbang dana kepada pemerintah seperti wajib pajak tidak 

bertindak secara sukarela, mengharapkan agar dana yang diberikan diurus 

secara efektif, efesiem, dan ekonomis para pemberi modal pada 

perusahaan adalah secara sukarela untuk ikut dalam perniagaan yang 

mengharapkan suatu keuntungan langsung. 

d. Akuntansi pemerintah bersifat kaku dengan banyak peraturan-peraturan 

yang mengaturnya, sedangkan akuntansi perusahaan bersifat fleksibel. 

e. Akuntansi pemerintahan tidak menyusun perhitungan laba dan rugi 

seperti yang dilakukan perusahaan. 

f. Akuntansi pemerintah tidak membuat tentang pemeilikan pribadi seperti 

dibuat pada akuntansi perusahaan. 
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g. Pada akuntansi pemerintah tidak melaksanakan perkiraan penyusutan 

aktiva sedangkan pada akuntansi perusahaan hal ini merupakan suatu 

keharusan. 

h. Anggaran tahunan pemerintah merupakan rencana operasi keuangsn yang 

harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Jumlah anggaran 

pemerintah tersebut merupakan batas maksimal yang wajib ditaati 

pemerintah. Sedangkan pada perusahaan juga dibuat anggaran perusahaan 

tahunan dan dilaksanakan oleh direksi yang akan dipertanggungjawabkan 

dihadapkan rapat umum pemegang saham. 

2.1.4 Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah 

Tujuan akuntansi keuangan baik perusahaan maupun pemerintahan daerah 

sama, hanya akuntansi pemerintahan dikelompokkan sebagai akuntansi yang 

berdiri sendiri terpisah dari akuntansi perusahaan. 

Tujuan akuntansi keuangan daerah, American Accounting Association 

dalam buku Bastian (2010 : 165) menyatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan 

daerah, yaitu: 

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, 

efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang 

dipercaya kepada organisasi 

b. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk melaporkan 

pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program 

dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan 

memungkinkan bagi pegawai pemerintah dan penggunaan dan dana 

publik 
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2.1.5 Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 

a. Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Daerah 

Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu 

akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya 

untuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanan kebijakan 

yang ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Manajerial 

berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan 

pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif 

atas seluruh aset, uang dan ekuitas dana. Sedangkan transparansi dalam pelaporan 

keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi 

masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. 

Laporan keuangan pemerintah yang selanajutnya disebut sebagai laporan 

pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi 

keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri 

dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas, dan nota perhitungan 

anggaran, tidak tertutup kemunngkinan pelapor keuangan dapat dikembangkan 

untuk tujuan khusus. 

b. Dasar Hukum Akuntansi Keuangan Pemerintah 

Menurut Riyanto ( 2015 : 23) dasar hukum penerapan akuntansi berbasis 

akrual adalah : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah 
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2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual dan Pemerintah Daerah. 

 

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuangan pemerintah 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku 

adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2.1.6 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah 

a. Sistem Pencatatan 

Menurut Halim dan Kusufi (2012 : 45), ada beberapa macam sistem 

pencatatan yang dapat digunakan, sebagai berikut: 

1. Single Entry 

Sistem pencatatan Single Entry sering disebut juga dengan sistem tata 

buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi 

ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang 

berakibat bertambah kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan 

transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat pada sisi 

pengeluaran di dalam Buku Kas Umum (BKU) 

2. Double Entry 

Sistem pencatatan double entry juga sering disebut dengan tata buku 

berpasangan. Dalam melakukan pencatatan ini, setiap pencatatan harus 

menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan 

dasar akuntansi. 
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3. Triple Entry 

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan 

menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan 

pencatatn pada buku anggaran.  

b. Dasar Pengakuan 

Pengakuan (Recognition) adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. 

Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai 

sistem/basis/dasar akuntansi. 

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian 

atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang 

melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan Laporan Operasional (LO) 

dan beban, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entiitas pelaporan 

yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang 

terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa 

terkait. 

Menurut Halim dan Kusufi (2012 : 54) Dasar Akuntansi terbagi 4 (empat), 

yaitu: 

1. Basis Kas (Cash Basis) 

Basis Kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut 

basis ini, transaksi diakui atau dicatat apabila menimbulkan perubahan 

atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila 



17 
 
 

 
 
 

suatu transaksi ekonomi tidak berpangaruh pada kas, maka transaksi 

tersebut tidak dicatat. 

2. Basis Akrual (Acrual Basis) 

Basis Akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan 

peristiwa itu terjadi dan hanya bukan saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-

peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan 

keuangan pada periode terjadinya 

Berdasarkan uraian tersebut contoh ayat jurnal finansial dan ayat jurnal 

anggaran yang dibuat adalah sebagai berikut: 

a. Ketika Bendahara mengeluarkan SKPD menerima SP2D (Surat 

Perintah Pencairan Dana Langsung) untuk pembayaran gaji pegawai. 

Ayat jurnal finansial 

Kas dibendahara pengeluaran SKPD  xxx 

 Rekening/Kas Pemda     xxx 

Ayat jurnal anggaran 

Tidak ada jurnal anggaran karena bukan merupakan transaksi 

pendapatan atau belanja. 

Ayat jurnal finansial 

Beban gaji & tunjangan pegawai   xxx 

 Kas dibendahara pengeluaran SKPD   xxx 

Ayat jurnal anggaran 

Belanja gaji & tunjangan prgawai   xxx 
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 Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)  xxx 

(membayar gaji pegawai) 

b. Ketika bendahara penerima SKPD menerima uang tunai dari 

pendapatan retribusi dan menyetor ke kas daerah. 

Ayat jurnal finansial 

Rekening/kas Pemda    xxx 

 Kas dibendahara penerimaan SKPD    xxx 

Jurnal anggaran 

Tidak ada jurnal anggaran karena bukan merupakan transaksi 

pendapatan atau belanja 

(menyetorkan uang retribusi ke kas daerah) 

3. Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis) 

Basis kas modifikasian ini mencatat transaksi selama tahun anggaran 

dan melakukan penyesuaian pada tahun akhir anggaran berdasarkan 

basis akrual. 

4. Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis) 

Basis Akrual Modifikasian ini mencatat transaksi dengan menggunakan 

basis kas untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar 

akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan. 

2.1.7 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut Bahri (2016 : 18): “siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai 

dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga 

siap untuk pencatatan berikutnya”. 
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Menurut Halim dan Kusufi dalam Akuntansi Keuangan Daerah (2014:5): 

”akuntansi suatu sistem mengolah input (masukan) dan menjadi output 

(keluaran)”.  

Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi. 

Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau 

formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Siklus akuntansi adalah tahapan-

tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Berikut tahapan-tahapan tersebut: 

1. Pencatatan Jurnal Anggaran di Buku Jurnal 

2. Analisis Transaksi dari Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal 

Penjurnalan dibedakan menjadi 2 (dua) : 

a. Jurnal Finansial 

Secara default jurnal finansial adalah seluruh transaksi yang 

dicatat/dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan 

melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset, 2-Kewajiban, 3-Ekuitas, 

serta 8-Pendapata Laporan Operasional (LO) dan 9-Beban. 

b. Jurnal Anggaran 

Jika transaksi yang melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan 

Laporam Realisasi Anggaram (LRA), 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-

Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain 

mencatat jurnal finansial juga mencata jurnal anggaran. 

3. Pencatatan Jurnal Penyesuian di Buku Jurnal 

Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja 

yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset. 2-Kewajiban, 3-Ekuitas, serta 
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melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset, 2-Kewajiban, 3-Ekuitas, serta 8-

Pendapatan Laporan Operasional (LO) dan 9-Beban. 

4. Posting ke Buku Besar 

5. Penyusunan  Neraca saldo Setelah Penyesuaian 

6. Penyusunan Laporan Keuangan 

a. Laporan Operasionl 

b. Laporan Perubahan Ekuitas 

c. Neraca 

d. Laporan Realisasi Anggaran 

7. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Jurnal 

8. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penutupan 

2.1.8 Elemen-elemen Akuntansi Keuangan Daerah 

Adapun elemen-elemen dalam Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut: 

1. Transaksi  

Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu 

entitas dan pencatatannya memerlukan data atau dokumen atau bukti pendukung 

dalam kegiatan operasi suatu entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing 

pemegang kas bendahara. 

2. Bukti Transaksi 

Transaksi yang terjadi pertama-tama akan direkam dalam formulir sehingga 

formulir tersebut merupakan bukti. Formulir-formulir ini dibagi menjadi formulir 
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internal yaitu formulir yang dibuat oleh organisasi yang bersangkutan dan 

formulir-formulir yang diterima dari luar organisasi. 

3. Jurnal 

Jurnal merupakan media untuk mencatat transaksi keuangan secara 

kronologis (urut waktu). Jurnal disebut juga sebagai buku harian kaena fungsi 

jurnal digunakan untuk melakukan pencatatan pertama dari transaksi-transaksi. 

Dalam jurnal transaksi keuangan diklasifikasikan menurut penggolongan yang 

sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

4. Buku Besar 

Setelah dilakukan jurnal kemudian jumlah yang terdapat pada sisi debit dan 

sisi kredit dipindahkan/ditransfer ke rekening buku besar yang sesuai. Tindakan 

ini disebut posting. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan rekening, 

bertujuan mencatat secara terpisah atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, 

hutang dan ekuitas dana. 

5. Buku Besar Pembantu 

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu 

yang ada dibuku besar. Rekening buku besar yang riciannya dicatat dalam buku 

besar pembantu disebut rekening pengawas, sedangkan rekening yang merinci 

rekining pengawas disebut rekening pembantu. 

6. Neraca Saldo 

Neraca saldo merupakam daftar rekening-rekening beserta saldo yang 

menyertainya pada suatu periode tertentu. Daftar saldo angkanya diambil dari 

setiap akhir buku besar. 
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7. Jurnal Penyesuaian 

Pendapatan dan biaya harus diakui pada periode akuntansi tertentu, kepada 

konsumen, meskipun kasnya belum diterima. Sebaliknya, jika kas telah diterima 

sebelum jasa diserahkan kepada konsumen, maka penerimaan kas tidak boleh 

diakui sebagai pendapatan periode sekarang. 

Jurnal penyesuaian dibuat untuk tujuan berikut: 

a. Melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode 

akuntansi 

b. Melaporkan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi 

c. Melaporkan dengan akurat nilai aktiva tetap pada tanggal neraca. 

Sebagian nilai aktiva pada awal periode telah terpakai selama satu 

periode akuntansi yang dilaporkan. 

d. Melaporkan secara akurat kewajiban (hutang) pada tanggal neraca. 

Transaksi-transaksi yang harus dilakukan penyesuaian meliputi : 

a. Beban Habis Pakai (supplies) merupakan aset entitas yang dimaksdukan 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari. Bahan 

habis pakai bersifat habis pakai, yakni hanya bisa digunakan sekali atau 

dalam waktu singkat dengan nilai satuan kecil. 

Contoh : kertas, karbon, amplop, perangko, pulpen, pensil, dan 

sebagainya. Ketika bahan habis pakai diperoleh atau dibeli, dicatat disisi 

debit sebagai aset. 

b. Beban Dibayar Dimuka, biasanya sewa dibayarkan pada awal atau 

sebelu waktu periode sewa  
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8. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Setelah membuat jurnal penyesuaian selanjutnya adalah memposting ke 

buku besar yang berhubungan, langkah selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo 

setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang 

disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian.  

2.1.9 Tujuan dari Penyajian Laporan Keuangan Daerah  

Secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh 

pemerintah daerah adalah : 

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti 

pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). 

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasi. 

Menurut Moermahadi (2017:2) penyajian laporan keuangan oleh pemerintah 

daerah bertujuan menyediakan informasi mengenai : 

1. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan  

2. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh 

pengeluaran 

3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas 

pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai  

4. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluru kegiatannya dan 

mencukupi kebutuhan kasnya. 
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5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber 

penerimaannya, n]baik jangka pendek maupun jangka panjang  termasuk 

yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, dan 

6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami 

kenaikkan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan 

selama periode pelaporan  

2.1.10 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Daerah 

Menurut Erlina dan Rambe (2015 : 23): “komponen-komponen yamg 

terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan 

anggaran (budgetary report) dan laporan keuangan”. Adapun komponen-

komponen nya sebagai berikut : 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi 

dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Lebih (Perubahan SAL) menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

c. Neraca  

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
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d. Laporan Operasional (LO) 

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam satu periode pelaporan. 

e. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir 

kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 

ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-

koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas 

akhir. 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan naratif 

atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggarn 

(LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE), Neraca, 

dan Laporan Arus Kas. 
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2.1.11 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah 

Dalam buku Halim dan Kusufi (2012 : 40) seluruh informasi dan data-data 

yang disusun dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan 

daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal, yaitu pihak-pihak eksternal 

pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah baik secara langsung 

maupun tidak langsung biasanya disebut sebagai Pemangku Kepentingan 

(stakeholder) yang meliputi : 

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) 

b. BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) 

c. Investor, Kreditor dan Donatur 

d. Rakyat 

e. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)  

2.1.12 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Akuntansi 

Menurut Erlina dan Rambe (2015 : 2) pemerintah daerah merupakan suatu 

satuan organisasi yang non profit. Maka akuntansi yang berkaitan dengan 

pemerintah daerah, yakni akuntansi keuangan daerah termasuk kedalam akuntansi 

sektor publik. 

Menurut Sugijanto, (1995) dalam Halim dan Kusufi (2012 : 38), Akuntansi 

terdiri dari tiga bidang utama, yaitu : 

1. Akuntansi Komersial/Perubahan (Comercial Accounting) 

Dalam Akuntansi Komersial, data akuntansi digunakan untuk 

memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, 
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penanaman modal, kreditur dan pihak-pihak lain yang bekepentingan 

penetepan pajak. 

2. Akuntansi Pemerintahan (Govermental Accounting) 

Dalam Akuntansi Pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk 

memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan 

pemerintah kepada pihak eksekutif, yudikatif, dan masyarakat. 

Lingkup Akuntansi Pemerintahan adalah : 

1. Akuntansi Pemerintah Pusat 

2. Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri dari : 

a. Akuntansi Pemerintah Provinsi 

b. Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota 

3. Akuntansi Sosial (Social Accounting) 

Akuntansi Sosial merupakan bidang akuntansi khusus yang diterapkan 

pada lembaga dalam arti mikro, yang melayani perekonomian nasional. 

Sebagai contoh adalah pembayaran negara, rekening arus dana, rekening 

pendapatan dan produksi nasional, serta neraca nasional. 

Menurut Sefni Kasmita (2013 : 3) bidang akuntansi secara keseluruhan 

dapat dikelompokkan kedalam 3 bagian yaitu : 

1. Akuntansi Pemerintahan  

Akuntansi Pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan 

lembaga pemerintah dan lembaga yang bertujuan tidak mencari laba. 
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2. Akuntansi nasional 

Akuntansi nasional adalah akuntansi sosial atau disebut juga akuntansi 

makro adalah akuntansi yang khusus ditetapkan oleh lembaga dalam arti 

mikro akuntansi 

3. Akuntansi perusahaan  

Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi yang komersial adalah 

bidang akuntansi yang bertujuan mencari laba. Secara rinci akuntansi 

perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu akuntansi keuangan dan 

akuntansi manjemen lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi 

keuangan bagi pengelola perusahaan. 

2.1.13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian 

serta penginterpretasian atas hasilnya. Penyususnan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah (PSAP) dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  

Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 

sejak analisis transaksi sampai pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 

pemerintah. 
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Komponen Pelaporan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010, yaitu Laporan Realisasai Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

2.1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 merupakan 

peraturan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada 

pemerintah daerah. Standar ini digunakan untuk pengambilan keputusan, 

kebijakan akuntansi dan rujukan dalam proses pembuatan laporan keuangan 

berbasis akrual. 

2.2 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang dikemukakan, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai belum sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penulis memakai metode kualitatif karena penulisan berupa interpretasi 

peneliti akan sebuah fenomena, kemudian penelitian ini bersifat deskripsi yang di 

dukung dengan teori-teori yang relevan 

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Gaung, Dumai-Riau. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh 

melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait  

2. Data Sekunder  

Data yang didapatkan berupa sejarah singkat Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai, struktur organisasi dan laporan keuangan tahun 2016 

dan 2017 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara langsung dengan pihak terkait seperti kepala bagian keuangan 

dan bendaharawan pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 
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2. Teknik dokumentasi yaitu dilakukan dengan metode pengumpulan data dan 

informasi yang dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari bagian keuangan. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 

a. Sejarah Singkat Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 

Kecamatan Sungai Sembilan merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

kota Dumai. Kecamatan Sungai Sembilan beralamat di Jalan Raya Lubuk Gaung, 

Dumai Riau. Kantor Camat Sungai Sembilan secara resmi dibentuk berdasarkan 

PERDA Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 pada tanggal 30 Januari 2001 dengan 

ibukota kecamatan adalah Kelurahan Lubuk Gaung. Seiring dengan pembentukan 

Kecamatan Sungai Sembilan dibentuk pula Kelurahan Tanjung Penyembal 

Pemekaran dari Kelurahan Lubuk Gaung daan Basilam Baru. Nama Sungai 

Sembilan sendiri diambil  dari salah satu nama daerah yang berada di salah satu 

kelurahan yang ada yaitu Kelurahan Basilam Baru 

Kota Dumai yang semula terdiri dari 3 (tiga) kecamatan kemudian 

dimekarkan menjadi 7 (tujuh kecamatan) termasuk wilayah kecamatan sungai 

sembilan. Pemekaran ini berdasarkan Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 18 

Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan 

Medang Kampai. 

b. Visi Dan Misi Kantor Camat Sungai Sembilan 

Sebagai Kecamatan yang turut mendukung visi kota Dumai yaitu “ 

Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021” 

Dari visi diatas maka dapat dirumuskan misi kantor camat sungai sembilan 

kota Dumai adalah “ Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Melalui 
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Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif, Dan 

Transparan” 

c. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pegawai Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai 

Berdasarkan peraturan walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan adalah 

sebagaimana berikut: 

a. Camat; 

b. Sekretariat, Terdiri Dari: 

1. Subbagian Perencanaan. Keuangan dan Aset; dan  

2. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Seksi Kesejahteraan Sosial; 

f. Seksi Ekonomi Pembangunan;  

g. Seksi Ketertiban Dan Ketentraman; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Camat  

Mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum 

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengoordinasikan upaya 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 
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2. Sekretariat Camat 

Mempunyai tugas Melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan 

anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan 

perundangan, pengeloaan barang milik negara dan kerumahtanggaan 

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yaitu: 

1) Subbagian Perencanaan, Keuangan Dan Aset 

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta 

melakukan administrasi keuangan, pengeloaan barang milik/kekayaan 

negara serta program di lingkungan kecamatan. 

2) Subbagian Tata Usaha 

Melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, 

kerumahtanggan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. 

3. Seksi pemerintahan 

Membantu camat dalam menyiapkan bahan runusan kebijakan dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi otonomi daerah, politik dalam 

negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, 

pertanahan, fasilitas penyelenggaraan pemerinahan kelurahan, serta melaksanakan 

tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan 

pelaksanaan tugas camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan 

fasilitas pelayabab umum, perekonomian dan lingkungan hidup 

5. Seksi Kesejahteraan Sosial 

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam bidang 

pelayanan kesejahteraan sosial, koordinasi bidang kesehatan, pendidikan, 

keluarga berencana, dan seni dan budaya serta bantuan hibah dan bantuan sosial 

serta menciptakan kesejahteraan sosial dan membina kerukunan masyarakat. 

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelayanan tugas dalam urusan 

ekonomi dan pembangunan, Melaksanakan perencanaan. Pembinaan, dan 

pengawasan urusan ekonomi dan oembangunan, Menyusun bahan dan 

melaksanakan rencana kinerja 

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Menyusun progra, penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan 

ketentraman dan ketertiban umum, fasilitas dan bantuan pelaksanaan operasional 

penegakkan perda dan perwa keputusan walikota di wilayah kecamatan dan 

perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum 

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban  

Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka keamanan 

dan ketertiban, melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan 

kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum 
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4.2 Hasil Penelitian  

Berikut dijabarkan hasil penelitian pada Kantor Camat Sungai Sembilan 

Kota Dumai. Berlandaskan data yang didapat dari Kantor Camat Sungai Sembilan 

serta permasalahan yang diuraikan dilatar belakang dan didukung dengan teori-

teori yang relevan seperti yang telah dijabarkan di bab II telaah pustaka. 

Kemudian penulis akan menganalisa bagaimana akuntansi yang diterapkan pada 

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Prosedur Penerimaan Kas Dan Pengeluran Kas Pada Kantor Camat 

Sungai Sembilan Kota Dumai 

1. Penerimaan Kas 

Sebelum penerimaan dana Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai, 

pada bagian bendahara pengeluaran harus membuat surat permohonan kegiatan 

berdasarkan rencana kerja kepala badan selaku pengguna anggaran, kemudian 

Camat Sungai Sembilan, disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan 

diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah. Selanjutnya Bendahara Umum 

Daerah mengeluarkan surat permohonan dana (SPD), surat perintah pencairan 

dana (SP2D), kwitansi, perincian, dan kemudian ditandatangani oleh bendahara 

pengeluaran dan Camat Sungai Sembilan. Setelah ditandatangani, bendahara 

umum daerah menyerahkan cek kepada bagian yang membutuhkan dana. Cek 

tersebut dicairkan ke bank, uang yang di dapat dimasukkan ke kas. Atas transaksi 

tersebut oleh pembantu bendahara penerimaan ke dalam buku kas umum dan 
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tidak membuat jurnalnya. Berikut ini gambar Proses Penerimaan Kas pada Kantor 

Camat Sungai Sembilan Kota Dumai: 

Gambar 4.1  

Proses Penerimaan Kas  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 
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Ket : Surat Permohonan Dana (SPD) 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

 

Sumber: Data yang dikelola penulis 2020 

 

2. Pengeluaran Kas 

Sedangkan untuk Proses Pengeluaran Kas Pada Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai dimulai dari pimpinan pelaksana mengajukan permohonan 
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dana, lalu atasan Bendahara Pengeluaran memberikan persetujuan pembayaran 

yang dilakukan pimpinan pelaksana. Bendahara Pengeluaran mengeluarkan 

kwitansi atas semua pengeluaran., lalu mengeluarkan uang dan kas, kemudian 

dibukukan dan dibuatkan dokumen yaitu : Surat Permohonan Dana (SPSD), Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D), Dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai 

bukti atas pengeluaran kas. Dokumen tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh 

atasan Bendahara Pengeluaran dan Camat Sungai Sembilan Kota Dumai.  

Gambar 4.2  

Proses Pengeluaran Kas  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020 
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4.3.2 Dasar Pencatatan 

Dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Camat Sungai Sembilan Kota 

Dumai untuk pendapatan (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-

lain pendapatan yang sah), belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tak 

terduga, dan transfer) dan pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan) dalam hal anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun 

berdasarkan basis kas (cash basic),. Sedangkan basis akrual (accrual basic) untuk 

pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca 

4.3.3 Proses Akuntansi 

a. Tahap Pencatatan  

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Pada tahap ini 

yang dilakukan pada kantor camat sungai sembilan kota dumai yaitu dimulai dari 

bukti-bukti transaksi yang dicatat di buku kas umum. Dimana dalam buku kas 

umum terdapat kolom tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian, penerimaan, 

dan pengeluaran kas. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua transaksi 

baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang terjadi. 

Berikut ini adalah contoh transaksi pada kantor camat sungai sembilan kota 

dumai: 

04 Desember 2017: Diterima SP2D Nomor 02318/SP2D/4.01.09.01/2017 untuk 

pembayaran gaji dan tunjangan lainnya untuk para pegawai 

kecamatan sungai sembilan dumai sebesar Rp. 202.065.711, 

demgan rincian sebagai berikut : 
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- Gaji pokok PNS   Rp  152.042.840 

- Tunjangan keluarga  Rp    17.091.412 

- Tunjangan jabatan   Rp    18.420.000 

- Tunjangan fungsional umum Rp        2.890.000 

- Tunjangan beras   Rp     11.587.200 

- Tunjangan PPh/khusus  Rp                31.588 

- Pembulatan gaji   Rp             2.671 

07 Desember 2017: Diterima SP2D Nomor 02428/SP2D/4.01.09.01/2017 untuk 

pembayaran tanbahan penghasilan berdasarkan beban kerja 

dan tempat bertugas untuk bulan november sebesar Rp. 

183.160.000 

12 Desember 2017: Diterima SP2D Nomor 02523/SP2D /4.91.09.01/2017 untuk 

Ganti Uang persediaan kantor Camat sungai sembilan 

sebesar Rp 221.545.000 

Dari transaksi-transaksi diatas Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 

mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku kas umum ( lampiran 7 ) 

sebagai berikut ini: 
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Tabel 4.1  

Buku Kas Umum  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl 
No. 

Bukti 

Uraian Kode Rek Penerimaan 

(Rp) 

Pengeluaran 

(Rp) 

4/12/2

017 

 

02318/S

P2D/4.0

1.09.01/

2017 

 

Penerimaan SP2D 

 

 

Pembayaran gaji 

pokok PNS bulan 

Desember 2017 

Tunjangan 

keluarga 

Tunjangan jabatan 

Tunjangan 

fungsional umum 

Tunjangan beras 

Tunjangan 

PPh/khusus 

Pembulatan gaji 

 

 

 

 

5.1.1.01.01 

 

 

5.1.1.01.02 

 

5.1.1.01.03 

5.1.1.01.04 

 

5.1.1.01.05 

5.1.1.01.06 

5.1.1.01.07 

 

202.065.711 

 

 

 

 

152.042.840 

 

 

17.091.412 

 

18.420.000 

2.890.000 

 

11.587.200 

31.588 

 

2.671 

07/12/

2017 

02428/S

P2D/4.0

1.09.01/

2017 

Diterima 

pembayaran 

tambahan 

penghasilan 

 

Dibayarkan 

tambahan 

penghasilan 

berdasarkan beban 

kerja 

Dibayarkan 

tambahan 

penghasilan 

berdasarkan 

tempat kerja 

 

 

 

 

 

5.1.1.02.01 

 

 

 

 

5.1.1.02.02 

183.160.000  

 

 

 

 

177.660.000 

 

 

 

 

5.500.000 

12/12/

2017 

02428/S

P2D/4.0

1.09.01/

2017 

Diterima SP2D 

 

Dibayar ganti uang 

(GU) persediaan 

kecamatan sungai 

sembilan 

 

 

 

221.545.000  

 

 

221.545.000 

Sumber: Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 
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Setelah transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum ( BKU ) seharusnya 

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai membuat jurnal seperti berikut : 

1) Pemisahan Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas 

Sebaiknya Pihak Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai dalam 

melakukan pencatatan transaksi dilakukan pemisahan antara jurnal penerimaan 

kas dan pengeluaran kas seperti berikut : 

Tabel 4.2 

 Jurnal Penerimaan Kas  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

 

Tgl 

 

No. Bukti 

 

Uraian 

Debit Kredit 

Kas dibendahara 

pengeluaran 

(Rp) 

R/K 

pemerintah 

daerah 

(Rp) 

04/12/17 02318/SP2

D/4.01.09.

01/2017 

Diterima SP2D 202.065.711 202.065.711 

07/12/2017 02428/SP2

D/4.01.09.

01/2017 

Diterima SP2D 183.160.000 183.160.000 

12/12/2017  Diterima SP2D 221.545.000 221.545.000 

  Jumlah 606.770.711 606.770.711 

 Sumber: Data yang diolah, 2020 

Tabel 4.3  

Jurnal pengeluaran Kas  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl  No 

Bu

kti  

Uraian  Debit(Rp) Kredit(Rp) 

Belanja  

Gaji Pokok 

Belanja 

berdasarkan 

beban kerja 

Belanja 

berdasarkan 

tempat 

bertugas 

Belanja ganti 

uang (GU) 

Kas 

dibendahara 

pengeluaran 

04/1

2/20

 Gaji 

pokok 

202.065.711    202.065.711 
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17 PNS 

07/1

2/20

17 

 Tamba

han 

pengha

silan 

 

 

 

 

 

177.660.000 

 

5.500.000  183.160.000 

12/1

2/20

17 

 Ganti 

uang  

(GU) 

persedi

aan 

   221.545.000 221.545.000 

Sumber: Data yang diolah, 2020 

 

2) Jurnal anggaran dan jurnal finansial 

Dibawah ini merupakan bentuk dari pemisahan antara jurnal finansial dan 

jurnal anggaran atas transaksi yang telah terjadi diatas sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Seharusnya kantor Camat Sungai Sembilan 

Kota Dumai membuat jurnal seperti berikut : 

Tabel 4.4  

Jurnal Umum  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl  No. 

Rek 

Uraian Debit 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

04/12

/2017 

 

 

Jurnal Finansial: 

Kas dibendahara pengeluaran 

     R/K Pemerintah daerah           

 

Jurnal Anggaran: 

No journal karena tidak bagian 

dari transaksi belanja atau 

pendapatan (menerima SP2D 

untuk membayar gaji dan 

tunjangan pegawai) 

 

202.065.711 

 

 

202.065.711 

04/12

/2017 

 Jurnal Finansial: 

Beban Gaji PNS 

Kas dibendahara 

Pengeluaran 

 

 

 

202.065.711 

 

 

 

 

 

 

 

202.065.711 
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Jurnal Anggaran: 

Belanja gaji PNS 

Estimasi Perubahan SAL 

202.065.711  

202.065.711 

07/12

/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Finansial: 

Beban tambahan penghasilan 

berdasarkan beban kerja 

Beban penghasilan berdasarkan 

tempat bertugas 

Utang beban pegawai 

 

Jurnal anggaran: 

Tidak ada jurnal 

 
177.660.000 

 
5.500.000 

 

 

 

 

 
183.160.000 

12/12

/2017 
 

 

 

Jurnal Finansial: 

Kas dibendahara pengeluaran 

SKPD 

RK PPKD 

 

Jurnal Anggaran: 

Tidak ada jurnal karena bukan 

transaksi prndapatan/belanja 

(menerima SP2D (GU) untuk 

pengisian kas 

 

221.545.000 

 

 

 

221.545.000 

Sumber: Data yang diolah, 2020 

b. Tahap Penggolongan 

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai belum melakukan posting ke 

buku besar yang berguna untuk mengetahui saldo akhir suatu akun. Sebaiknya  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai melakukan posting ke buku besar 

seperti berikut: 

Tabel 4.5 

Buku Kas diBendahara Pengeluaran  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota  

Dumai Desember 2017 
 

Tanggal Uraian Ref Debit(Rp) Kredit 

(Rp) 

Saldo(Rp) 

 Saldo   0   

12 Des 

2017 

Pembayaran 

(GU) 

 221.545.000  221.545.000 

Sumber: Data yang diolah, 2020 
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Tabel 4.6 

 Buku besae R/K PPKD  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tanggal Uraian Ref Debit(Rp) Kredit(Rp) Saldo(Rp) 

04/12/2017 Pembayaran 

gaji pokok 

PNS bulan 

Desember 

2017 

  152.042.840 

 

152.042.840 

 

07/12/2017 Dibayarkan 

tambahan 

penghasilan 

berdasarkan 

beban kerja 

 

Dibayarkan 

tambahan 

penghasilan 

berdasarkan 

tempat kerja 

  177.660.000 

 

 

 

 

     

5.500.000 

329.720.840 

 

 

 

     

 

335.220.840 

12/12/2017 Dibayar ganti 

uang (GU) 

persediaan 

kecamatan 

sungai 

sembilan 

  221.545.000 556.767.840 

 Sumber: Data yang diolah, 2020 

 

Tabel 4.7  

Buku Besar Gaji Pokok PNS  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tanggal  Uraian  Ref  Debit(Rp)  Kredit(Rp) Saldo(Rp) 

 
Pembayaran 

gaji pokok 

PNS bulan 

Desember 

2017 

  

152.042.840 

  

152.042.840 

Sumber: Data yang diolah, 2020 

 



46 
 

 
 

Tabel 4.8  

Tambahan Penghasilan  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tanggal  Uraian  Ref  Debit(Rp)  Kredit 

(Rp) 

Saldo(Rp) 

07/12/2017 Pembayaran tambahan 

penghasilan 

berdasarkan beban 

kerja dan tempat 

bertugas 

 183.160.000  183.160.000 

Sumber: Data yang diolah, 2020  

 

c. Tahap Pengikhtisaran 

Setelah semua transaksi dicatat pada Buku Kas Umum, Jurnal Umum dan 

Buku Besar, berikutnya adalah pengikhtisaran dari Buku Besar ke Neraca Saldo . 

pencatatan ke neraca saldo dilakukan guna untuk meyakinkan bahwa proses yang 

dilakukan telah dilakukan pencatatannya dengan benar pengecekkan debit dan 

kreditnya sudah seimbang. Neraca Saldo yang seharusnya dibuat oleh Kantor 

Camat Sungai Sembilan seperti berikut: 

Tabel 4.9  

Neraca Saldo  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

No rekening Uraian  Debit (Rp) Kredit (Rp) 

 Kas dibendahara 

Pengeluaran 

221.545.000 

 

 

 R/K PPKD  556.765.840 

 Gaji pokok PNS/Uang 

representasi-LO 

152.042.840  

 Tunjangan keluarga  17.091.412  

 Tunjangan jabatan 18.420.000  

 Tunjangan fungsional 

umum 

2.890.000  

 Tunjangan beras  11.587.200  

 Tunjangan PPh/khusus       31.588  
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 Pembulatan gaji        2.671  

 Gaji pokok PNS/Uang 

Representasi 

152.042.840  

 Estimasi Perubahan 

SAL 

 202.065.711 

 Beban tambahan 

penghasilan 

berdasarkan beban 

kerja 

177.660.000 

 
 

 

 

 

 Beban penghasilan 

berdasarkan tempat 

bertugas 

5.500.000  

  Jumlah 758.831.551 758.831.551 

Sumber: Data yang diolah, 2020 

 

4.3.4 Penyusunan Laporan Keuangan 

Tahap Selanjutnya yang dilakukan Kantor Camat Sungai Sembilan Kota 

Dumai dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah jurnal penyesuaian 

dimana Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai tidak membuat jurnal 

penyeuaian. Seharusnya Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai membuat 

jurnal penyesuaian agar nilai dan akun-akun laporan realisasi anggaran dan 

Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. 

Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai penyesuaian yang sebaiknya 

dibuat oleh Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai : 

a. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum, beberapa contoh aset tetap yaitu tanah, 

peralatan dan mesin, bangunan/gedung, jalan, irigasi; dan jaringan, aset tetap 

lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pada saat aset tetap diperoleh maka ia 

dicatat sebesar harga pokoknya. Selama masa pemakaian aset tetap akan 
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mengalami penurunan nilai yang disebut penyusutan (Depreciation). Penyusutan 

merupakan beban bagi suatu entitas, besarnya beban penyusutan dipengaruhi oleh 

harga perolehan, umur ekonomis/masa manfaat, dan nilai sisa aset. Ada beberapa 

metode yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan tetapi yang sering 

digunakan yaitu metode garis lurus 

Adapun yang termasuk dalam aset tetap kantor camat sungai sembilan kota 

dumai adalah tanah, pealatan dan mesin, bangunan dan gedung. 

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 

kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Ini menunjukkan bahwa nilai 

penyusutan ialah pengakuan adanya penurunan nilai aktiva berwujud dan diakui 

sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dan diinvstasikan dalam aset tetap 

Untuk menggambarkan teknik penentuan penyusutan dalam akuntansi 

pemerintah, dengan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung 

penyusutan aktiva tetap dapat dicontohkan sebagai berikut: 

1. Penyusutan Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat-

alat elektronik, dan peralatan lainnya. Diasumsikan pembelian alat studio dan 

komunikasi berupa 6 unit kamera digital pada tanggal 5 Maret 2017 dengan harga 

perolehan sebesar Rp 34.320.000 (lampiran 6). Penyusutan ditaksir selama 5 

tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis 

lurus. 

Penyusutann/Tahun= Rp 34.320.000 : 5 Tahun 

        =  Rp 6.864.000 
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Penyusutan/Bulan = Rp 6.864.000 : 12 

       = Rp. 572.000 

Jadi penyusutan tahun 2017=Rp. 572.000 x 10 Bulan 

          = Rp 5.720.000   

Berdasarkan perhitungan penyusutan diatas, maka jurnal yang dibuat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10  

Jurnal Umum-Penyesuaian Peralatan dan Mesin  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl  Keterangan Debit (Rp) Kredit (Rp) 

31/12 Beban Penyusutan Peralatan dan 

Mesin-Kamera Digital 

Akumulasi Penyusutan 

Peralatan dan Mesin-Kamera 

Digital 

5.720.000  

 

 5.720.000 

Sumber: Data yang diolah, 2020 

 

Jurnal yang sebaiknya dibuat oleh Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 

yaitu : 

Tabel 4.11  

Jurnal Umum-peralatan dan Mesin  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl  Keterangan Debit (Rp) Kredut (Rp) 

31/12 Jurnal Finansial: 

Peralatan dan mesin-Kamera Digital 

Kas di bendahara pengeluaran 

SKPD 

 

Jurnal Anggaran: 

Belanja modal peralatan dan mesin 

Estimasi perubahan SAL 

 

34.320.000 

 

 

 

34.320.000 

 

 

34.320.000 

 

 

 

34.320.000 

Sumber: Data yang diolah, 2020 
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Tabel 4.12  

Jurnal Penyesuaian Peralatan dan Mesin  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl  Keterangan Debit (Rp) Kredut (Rp) 

31/12 Jurnal Finansial: 

Beban penyusutan peralatan dan 

mesin 

Akumulasi penyusutan 

peralatan dan mesin 

Jurnal Anggaran: 

Tidak ada jurnal 

(karena bukan transaksi 

pendapatan/belanja) 

 

5.720.000 

 

 

  

5.720.000 

Sumber: Data yang diolah, 2020 

 

2. Penyusutan Gedung dan Bangunan 

Pada Daftar aset Tetap (lampiran 6) aset tetap gedung dan bangunan Kantor 

Camat Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2017 sebesar Rp 3.629.196.236,79 

dan penyusutan ditaksir 50 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan dihitung dengan 

menggunakan metode garis lurus Untuk menghitung Penyusutan Gedung dan 

Bangunan yaitu sebagai berikut : 

Penyusutann = Hraga Perolehan : Masa Ekonomis 

         =  Rp 3.629.196.236,79 : 50 Tahun 

         =  Rp 72.583.924,7358 

Berdasarkan perhitungan penyusutan diatas, maka jurnal yang dibuat sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.13  

Jurnal umum-Penyesuaian Gedung dan Bangunan  

Kantor Camat Sungai Sembilann Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl  Keterangan Debit (Rp) Kredut (Rp) 

31/12 Beban Pebnyusutan Gedung dan 

Bangunan 

Akumulasi Penyusutan 

Gedung dan Bangunan 

72.583.924,7358  

 

72.583.924,7358 

Sumber: Data yang diolah, 2020 

 

Jurnal yang sebaiknya dibuat oleh Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 

yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.14  

Jurnal Umum Gedung dan Bangunan  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl  Keterangan Debit (Rp) Kredut (Rp) 

31/12 Jurnal Finansial: 

Gedung dan Bangunan  

Kas di bendahara 

pengeluaran SKPD 

Jurnal Anggaran: 

Belanja modal Gedung dan 

bangunan 

Estimasi perubahan SAL 

 

3.629.196.236,79 

 

 

3.629.196.236,79 

 

 

3.629.196.236,79 

 

 

3.629.196.236,79 

Sumber: Data yang diolah, 2020 

 

Tabel 4.15  

Jurnal Penyesuaian Gedung dan Bangunan  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl  Keterangan Debit (Rp) Kredut (Rp) 

31/12 Jurnal Finansial: 

Beban penyusutan Gedung dan 

Bangunan 

Akumulasi penyusutan gedung 

dan bangunan 

 

 

Jurnal Anggaran: 

 

72.583.924,7358 

 

 

  

72.583.924,7358 
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Tidak ada jurnal 

(karena bukan transaksi 

pendapatan/belanja) 

Sumber: Data yang diolah, 2020 

 

3. (Software) 

Software merupakan aset tidak berwujud  yang terdapat di dalam akun aset 

lainnya yang berarti diwajibkan membuat penyusutan seperti yang ada dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan nilai tersebut disajikan harus 

wajar. Tetapi dalam penyusunan laporan keuangannya yang dapat dilihat dalam 

neraca (lampiran 2) aset tetap lainnya tidak disajikan yang berakibat terhadap 

Neraca  

Diasumsikan pada tanggal 8 Mei 2017 dalam (lampiran 6) pembelian 

software dicatat dengan harga perolehan Rp 32.780.000 dan penyusutan ditaksir 4 

tahun tanpa nilai sisa. Berikut ini perhitungan Penyusutan Software yang 

seharusnya dibuat oleh Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai dengan 

menggunakan metode garis lurus: 

Penyusutan = Harga perolehan : Masa Ekonomis  

                   = Rp 32.780.000  :  4 Tahun  

                   = Rp 8.195.000 

Penyusutan/bulan=Rp 8.195.000 : 12  

     =Rp 682.916,6 

Jadi penyusutan tahun 2017=Rp 682.916,6 x 8 bulan 

          =Rp 5.463.332,8 

Jurnal yang sebaiknya dibuat oleh Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.16  

Jurnal Umum Penyesuaian (software)  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl Keterangan Debit(Rp) Kredit(Rp) 

31/12 Jurnal finansial: 

Diinvestasikan dalam Aset 

tetap lainnya 

Akumulasi penyusutan 

software 

 

5.463.332,8 

 

 

 

5.463.332,8 

Sumber: Data uyang diolah, 2020  

 

Tabel 4.17  

Jurnal Penyesuaian (Software)  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl Keterangan Debit(Rp) Kredit(Rp) 

31/12 Jurnal Finansial: Diinvestasikan 

dalam aset lainnya 

Akumulasi penyusutan 

software 

Jurnal Anggaran: 

No journal 

5.463.332,8 

 

 

 

5.463.332,8 

Sumber: Data uyang diolah, 2020   

 

Tahap selanjutnya yaitu perlu dilakukan jurnal koreksi. Karena jurnal 

koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi adanya kesalahan-

kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi 

sesuai dengan seharusnya 

Jurnal yang sebaiknya dibuat oleh Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.18  

Jurnal Koreksi (software)  

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai  

Desember 2017 
 

Tgl Keterangan Debit(Rp) Kredit(Rp) 

31/12 Jurnal finansial: 

Aset Tetap Lainnya-Software 

Kas di Bendahara 

pengeluaran SKPD 

Jurnal Anggaran: 

Belanja Modal-Aset Tetap 

Lainya (software) 

Estimasi Perubahan SAL 

 

 

32.780.000 

 

 

 

 

32.780.000 

 

 

32.780.000 

 

 

 

 

32.780.000 

Sumber: Data yang diolah, 2020  

  

4.3.5 Laporan Keuangan 

Pada dasarnya Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai telah membuat 

laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Dalam rangka pertanggungjawaban APBD entitas Akuntansi/SKPD untuk 

pemerintah wajib menyusun laporan keuangan tahunan 

Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang telah dibuat oleh kantor camat 

sungai sembilan kota dumai terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 

periode pelaporan. Unsur yang ada dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari 
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Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari 

suatu entitas pelaporan. 

Laporan realisasi anggaran (lampiran 1) pada kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai mencakup unsur-unsur yang terdiri dari: Belanja operasi 

terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, belanja modal terdiri atas belanja 

peralatan dan mesin, surplus/defisit. Informasi tersebut brguna bagi pengguna 

laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya 

ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. 

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai selaku instansi pemerintah 

telah membuat Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 

b. Neraca  

Neraca memperlihatkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca (lampiran 2) 

pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai menyajikan aset terdiri dari aset 

lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka 

pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. 

Neraca pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai aset lancarnya 

formatnya terdiri dari kas dan setara kas dan persediaan, aset tetap terdiri dari 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap. Untuk 

penyusutan aset tetap Kantor Camat Sungai Sembilan menggunakan metode garis 
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lurus dan menafsirkan umur ekonomisnya selama 5 tahun untuk penyusutan 

peralatan dan mesin, dan 50 tahun untuk penyusutan gedung dan bangunan 

Neraca (lampiran 2) tahun 2017 Kantor Camat Sungai Sembilan Kota 

Dumai belum memuat nilai yang sesuai dengan nilai aset yang seharusnya. Hal ini 

terjadi dikarenakan Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai belum 

menyajikan akun software dengan nilai sesungguhnya dan belum melakukan 

penyusutan. 

Dalam penyusunan laporan keuangannya Kantor Camat Sungai Sembilan 

Kota Dumai telah menyusun bentuk laporan keuangannya sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 

c. Laporan Operasional 

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam 

pendapatan–LO, beban operasional, surplus/defisit non operasional, pos luar 

biasa, dan surplus/defisit LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 

disandingkan dengan periode sebelumnya  

Laporan operasional pada Kantor Camat Sungai Sesmbilan Kota Dumai 

terdiri dari pendapatan LO yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD)-LO, 

pendapatan transfer-LO, dan lain-lain pendapatan yang sah-LO, beban terdiri dari 

beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban 

perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, 

beban penyusutab dan amortisasi, beban piutang, beban lain-lain, surpllus/defisit 

dari operasi. 
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Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai selaku intasni pemerintah telah 

membuat laporan operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan perubahan 

ekuitas adalah laporan menyajikan informasi sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas 

awal/ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan 

koreksi-koreksi langsung menambah atau mengurangi ekuitas, antara lain berasal 

dari dampak kumulatif disebabkan oleh perubahan kebijakan/kesalahan mendasar 

misalnya: 

1. Koreksi nilai persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya 

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap 

Laporan perubahan ekuitas (Lampiran 4) yang dibuat oleh Kantor Camat 

Sungai Sembilan Kota Dumai terdiri atas ekuitas awal. Surplus/defisit-LO. 

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, kewajiban untuk di 

konsolidasikan, ekuitas akhir. 

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai selaku instansi pemerinttah 

telah membuat laporan perubahan ekuitas sesuai dengan Peraturan pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah sari 

laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi 

penjelasan rincian atas pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan 
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bahasa yang lebih mudah diterima dan dipahami oleh banyak pengguna laporan 

keuangan pemerintah, serta mengungkapkan kebijakan dan menjelaskan kinerja 

pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan keuangan negara. 

Catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pada bagian pendahuluan menjelaskan landasan hukum dalam 

penyusunan laporan keuangan 

2. Menjelaskan tentang kevijakan akuntansiyang menjadi dasar penyusunan 

laporan keuangan SKPD yaitu entitas akuntansi dan pelaporan, basis 

akuntansi, pengakuan dan pengukuran yang mendasari penyusunan 

laporan keuangan serta penerapan akuntansi berkaitan dengan ketentuan 

yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

3. Menyajikan rincian dan penjelasan msing-masing pos-pos pelaporan 

keuangan atau analisis nilai suatu pos yang disajikan pada laporan 

realisasi anggaran, neraca, laporaan operasional, dan laporan perubahan 

ekuitas 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka dalam bab ini 

penulis akan menarik simpulan dan saran yang bermanfaat sebagai berikut: 

4.4 Simpulan  

1. Dasar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat 

Sungai Sembilan Kota Dumai berbasis kas pada Basis Kas dalam 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Basis Akrual untuk pengakuan 

aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. 

2. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai belum membuat jurnal umum, belum memposting 

ke buku besar dan belum membuat jurnal penyesuaian 

3. Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai tidak membuat jurnal 

penermaan kas dan jurnal pengeluaran kas serta jurnal finansial dan jurnal 

anggaran 

4. Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai tidak membuat jurnal 

penyesuaian diakhir periode 

5. Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai telah membuat laporan 

keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 

6. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penerapan 

Akuntansi Pada Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai belum 
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sepenuhnya sesuai dengan hipotesis yang dibuat penulis, karena itu 

Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai perlu melakukan perbaikan-

perbaikan yang disarankan penulis 

4.5 Saran 

1. Sebaiknya Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai melakukan 

pencatatan atas seluruh transaksi kedalam buku besar tidak hanya 

mencatat kedalam buku kas umum saja 

2. Kantor Cmat Sungai Sembilan Kota Dumai sebaiknya memisahkan jurnal 

penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas serta membuat jurnal finansial 

dan jurnal anggaran 

3. Sebaiknya Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai membuat jurnal 

penyesuaian agar nilai dan akun-akun laporan realisasi anggaran dan 

Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. 

4. Dalam penyajian aset tetap seharusnya Kantor Camat Sungai Sembilan 

Koa Dumai lebih teliti agar tidak ada selisih nilai antara nilai yang 

disajikan dengan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Camat Sungai 

Sembilan Kota Dumai supaya nilai yang dicatat di neraca mencerminkan 

nilai yang sewajarnya 

5. Sebaiknya Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai dalam mengelola 

akuntansi keuangan daerah seharusnya berpedoman pada hipotesis yang 

dibuat oleh penulis 
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6. Untuk penelitian selanjutnya harus bisa menambah pokok permasalahan 

dari peneliti sebelumnya serta dapat memberikan saran yang lebih baik 

lagi
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